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Oversharing Kehidupan Rumah Tangga
di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam:

Analisis terhadap Konsep Syiqaq

AbstraksiFenomena oversharing kehidupan rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalanhukum dan etika karena berpotensi membuka privasi, merusak kehormatan keluarga, sertamemperburuk konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan HukumKeluarga Islam terhadap praktik oversharing, kedudukannya ditinjau dari prinsipperlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ), serta relevansinya dengan konsep syiqaqsebagai salah satu alasan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifdengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperolehmelalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku,dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oversharing yang mengungkap konflikatau aib pasangan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan keluarga. Meskipunbukan alasan perceraian secara langsung, oversharing dapat memperburuk perselisihanhingga berkembang menjadi syiqaq, sehingga berpotensi mengganggu keutuhan rumah tanggadalam perspektif Hukum Keluarga Islam.
Kata kunci: Oversharing, Media Sosial, Hukum Keluarga Islam, Ḥifẓ Al-'Irḍ, Syiqaq.

PendahuluanPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah polainteraksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumahtangga. Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital memberikankemudahan bagi setiap individu untuk berbagi informasi, pengalaman, maupunaktivitas sehari-hari kepada publik. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkanfenomena oversharing, yaitu kecenderungan mengungkapkan informasi pribadi secaraberlebihan tanpa mempertimbangkan dampak hukum, etika, maupun sosial. Dalamkonteks kehidupan rumah tangga, praktik oversharing tidak hanya berupa publikasiaktivitas keluarga, tetapi juga mencakup penyebaran konflik, perselisihan, percakapanpribadi, hingga aib pasangan melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa
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batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur seiring denganperkembangan teknologi digital.Rumah tangga dalam Islam merupakan institusi yang dibangun atas dasarikatan yang kokoh (mīṯāqan ghalīẓan), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat(raḥmah) sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 21 dan Surah Ar-Rūmayat 21. Hubungan tersebut mengandung hak dan kewajiban yang harus dipeliharaoleh suami dan istri, termasuk kewajiban menjaga kehormatan, rahasia, dan martabatkeluarga. Oleh karena itu, setiap informasi yang diperoleh selama kehidupan rumahtangga pada dasarnya merupakan amanah yang tidak boleh dipublikasikan tanpaalasan yang dibenarkan menurut syariat. Membuka konflik rumah tangga kepadapublik melalui media sosial berpotensi menghilangkan kepercayaan antara pasangan,mempermalukan salah satu pihak, serta mengganggu tujuan perkawinan untukmewujudkan keluarga yang harmonis (Shihab, 2002).Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, menjaga kehormatan keluargamerupakan bagian dari nilai-nilai dasar syariat. Al-Qur'an melarang umat Islammelakukan ghibah, tajassus, dan menyebarkan keburukan yang dapat merusakkehormatan orang lain sebagaimana termuat dalam Surah Al-Hujurāt ayat 12.Rasulullah saw. juga bersabda bahwa barang siapa menutupi aib seorang Muslim,maka Allah Swt. akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat (HR. Muslim). Ketentuantersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan privasi bukanhanya persoalan etika, melainkan juga merupakan kewajiban yang memiliki dimensihukum dan moral dalam Islam.Selain berkaitan dengan perlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ),tindakan oversharing juga berpotensi memengaruhi keutuhan rumah tangga. Publikasikonflik domestik di media sosial sering kali memperluas perselisihan karenamelibatkan respons dan penilaian masyarakat. Kondisi tersebut dapat memperburukhubungan antara suami dan istri sehingga konflik yang semula bersifat pribadiberkembang menjadi pertikaian yang semakin sulit diselesaikan. Dalam HukumKeluarga Islam, perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus danmenyebabkan terganggunya kehidupan rumah tangga dikenal dengan istilah syiqaq.Konsep syiqaq merupakan salah satu alasan yang dapat menjadi dasar penyelesaian
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sengketa bahkan perceraian apabila konflik tersebut tidak lagi dapat didamaikanmelalui mekanisme yang dianjurkan syariat maupun hukum positif.Konsep syiqaq telah dikenal dalam fikih klasik dan memperoleh pengaturandalam hukum keluarga di Indonesia, antara lain melalui Kompilasi Hukum Islam sertaberbagai ketentuan mengenai penyelesaian sengketa rumah tangga di lingkunganperadilan agama. Dalam perspektif Islam, syiqaq tidak dipahami sebagai perselisihanbiasa, melainkan konflik yang berlangsung secara terus-menerus sehinggamenghilangkan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan raḥmah. Oleh karena itu, apabila tindakan oversharing justrumemperburuk konflik dan menghambat proses perdamaian, maka perilaku tersebutmemiliki relevansi untuk dikaji dalam kerangka konsep syiqaq.Penelitian mengenai media sosial dan kehidupan rumah tangga telah banyakdilakukan, baik yang membahas etika bermedia sosial, perlindungan privasi digital,maupun dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Namun, sebagianbesar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek komunikasi digital,psikologi keluarga, atau etika penggunaan media sosial. Kajian yang secara khususmenghubungkan fenomena oversharing dengan konsep syiqaq dalam perspektifHukum Keluarga Islam masih relatif terbatas. Padahal, hubungan antara penyebarankonflik rumah tangga di media sosial dengan meningkatnya intensitas perselisihansuami istri merupakan persoalan kontemporer yang memerlukan analisis hukumIslam secara lebih komprehensif.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisispandangan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik oversharing kehidupan rumahtangga di media sosial, mengkaji kedudukan tindakan tersebut berdasarkan prinsipperlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ), serta menganalisis relevansinyadengan konsep syiqaq sebagai salah satu alasan perceraian dalam Hukum KeluargaIslam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadappengembangan kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi pedoman etik bagimasyarakat Muslim dalam menggunakan media sosial secara bijaksana sehingga tidakmengganggu kehormatan, keutuhan, dan kemaslahatan keluarga.
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Metode PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research)yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum terkait fenomena oversharingkehidupan rumah tangga di media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Kompilasi Hukum Islam,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 27Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakanuntuk menganalisis konsep oversharing, ḥifẓ al-'irḍ, dan syiqaq dalam Hukum Islam,sedangkan pendekatan kasus digunakan sebagai pendukung untuk memahamipenerapan konsep syiqaq dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dantersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam,peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukumsekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitandengan oversharing, perlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ), dan syiqaq.Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumberreferensi lain yang mendukung penelitian.Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library

research) dengan menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan.Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikankesimpulan secara deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai praktik
oversharing kehidupan rumah tangga di media sosial dalam perspektif HukumKeluarga Islam serta relevansinya dengan konsep syiqaq sebagai salah satu alasanperceraian.
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Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pengungkapan Kehidupan Rumah

Tangga di Media SosialPerkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi,termasuk dalam menyampaikan berbagai aspek kehidupan pribadi. Kehadiranplatform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkansetiap individu membagikan informasi kepada publik secara cepat dan tanpa batasruang maupun waktu. Di samping memberikan manfaat sebagai media komunikasi danberbagi informasi, media sosial juga memunculkan fenomena oversharing, yaitukecenderungan mengungkapkan kehidupan pribadi secara berlebihan, termasukpersoalan rumah tangga. Fenomena tersebut menjadi perhatian dalam HukumKeluarga Islam karena rumah tangga merupakan wilayah privat yang dibangun atasdasar kepercayaan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pasangan.Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan bukan hanya merupakanhubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatansuci (mīṯāqan ghalīẓan) yang mengandung hak dan kewajiban timbal balik. Allah Swt.berfirman dalam Surah An-Nisā' ayat 21 bahwa perkawinan merupakan perjanjianyang kokoh (mīṯāqan ghalīẓan), sehingga hubungan suami istri harus dilandasi olehkejujuran, amanah, dan saling menjaga kehormatan. Selain itu, Allah Swt. jugamenjelaskan dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalahmewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Tujuan tersebutmenunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga harus dijaga dari segala bentukperilaku yang dapat merusak keharmonisan maupun kehormatannya (Shihab, 2002).Praktik oversharing yang dilakukan dengan mengunggah pertengkaran,menyebarkan percakapan pribadi, mempermalukan pasangan, atau membuka aibrumah tangga di media sosial pada hakikatnya bertentangan dengan tujuanperkawinan dalam Islam. Rumah tangga dibangun atas dasar rasa saling percaya(trust) yang mengharuskan suami dan istri menjaga rahasia yang mereka ketahuiselama menjalani kehidupan bersama. Informasi mengenai konflik, kelemahan,maupun persoalan pribadi pasangan merupakan bagian dari amanah yang tidak bolehdisebarluaskan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, kebebasan
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berekspresi di media sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajibanmenjaga kehormatan keluarga.Pandangan tersebut sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang melarang setiapbentuk penyebaran keburukan dan pencemaran kehormatan orang lain. Allah Swt.berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka,
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari
kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain." (QS. Al-Hujurāt [49]: 12).Ayat tersebut mengandung larangan terhadap tajassus (mencari-carikesalahan), ghibah (menggunjing), dan berbagai perilaku yang dapat merendahkanmartabat seseorang. Meskipun ayat tersebut turun dalam konteks hubungan sosialsecara umum, substansinya memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penggunaanmedia sosial pada era digital. Mengunggah persoalan rumah tangga yangmemperlihatkan kelemahan atau keburukan pasangan dapat dikategorikan sebagaitindakan yang bertentangan dengan semangat ayat tersebut karena berpotensimempermalukan pasangan di hadapan masyarakat.Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan penegasanmengenai kewajiban menjaga rahasia dan kehormatan sesama Muslim. Rasulullah saw.bersabda:
"Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya
di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga aib orang lain merupakan akhlak yangsangat dianjurkan dalam Islam. Kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang lebihkuat dalam hubungan suami istri karena keduanya saling mengetahui keadaan pribadiyang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu, menyebarluaskan konflik ataukekurangan pasangan melalui media sosial tidak hanya bertentangan dengan etikaIslam, tetapi juga mengingkari amanah yang lahir dari ikatan perkawinan.Dalam Hukum Keluarga Islam, suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian bagisatu sama lain sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 187. Penggunaanistilah libās mengandung makna bahwa pasangan suami istri berfungsi sebagaipelindung, penutup kekurangan, dan penjaga kehormatan pasangannya. Analogitersebut mengajarkan bahwa setiap pasangan memiliki tanggung jawab moral untuk
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melindungi martabat pasangannya, bukan justru membuka kelemahan dan persoalanrumah tangga kepada publik. Oleh karena itu, perilaku oversharing yangmemperlihatkan konflik rumah tangga di media sosial tidak sejalan dengan filosofiperkawinan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.Di sisi lain, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari bantuan ketikamenghadapi konflik rumah tangga. Apabila perselisihan telah mencapai tingkat yangsulit diselesaikan secara mandiri, syariat justru menganjurkan penyelesaian melaluimusyawarah, nasihat keluarga, atau penunjukan ḥakam (juru damai) dari masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisā' ayat 35. Ketentuan tersebutmenunjukkan bahwa Islam telah menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yangmenjaga kehormatan para pihak tanpa harus membuka persoalan rumah tanggakepada publik. Dengan demikian, media sosial bukanlah forum yang tepat untukmenyelesaikan konflik keluarga karena dapat memperluas perselisihan danmempermalukan salah satu pihak.Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia, prinsip menjaga kehormatankeluarga juga tercermin dalam berbagai ketentuan hukum keluarga dan perlindungandata pribadi. Kompilasi Hukum Islam menempatkan tujuan perkawinan sebagai upayamewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikanperlindungan terhadap hak setiap orang atas informasi pribadi. Meskipun keduainstrumen hukum tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, keduanya sama-sama menekankan pentingnya penghormatan terhadap privasi dan martabatseseorang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hukum Keluarga Islam memilikirelevansi dengan perkembangan hukum nasional dalam menghadapi tantangan eradigital.Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Keluarga Islampada dasarnya tidak membenarkan tindakan oversharing yang mengungkap konflik,rahasia, maupun aib rumah tangga di media sosial. Pengungkapan kehidupan rumahtangga yang bersifat privat bertentangan dengan tujuan perkawinan, prinsip amanah,serta kewajiban menjaga kehormatan pasangan. Meskipun media sosial memberikanruang kebebasan berekspresi, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh norma-normasyariat agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi keluarga. Dengan demikian,



Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam
Vol. 3, No. 2, 2025 ISSN: 3024-8892

Official Website: https://ejournal.staika.ac.id/index.php/ijtihad

Ijtihad: Jurnal Studi Hukum Islam 64

pandangan Hukum Keluarga Islam menempatkan perlindungan terhadap privasirumah tangga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijagaoleh setiap pasangan suami istri demi mewujudkan keluarga yang harmonis,bermartabat, dan sesuai dengan tujuan syariat.
Kedudukan Tindakan Oversharing Ditinjau dari Prinsip Perlindungan

Kehormatan Keluarga (Ḥifẓ al-'Irḍ)Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Islam adalah perlindunganterhadap kehormatan manusia (ḥifẓ al-'irḍ). Kehormatan ('irḍ) dipahami sebagaimartabat, nama baik, dan harga diri yang melekat pada setiap individu dan wajib dijagadari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan atau mencemarkannya. Dalamkonteks kehidupan keluarga, perlindungan terhadap kehormatan tidak hanya menjadihak masing-masing individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antarasuami dan istri. Oleh karena itu, setiap perilaku yang berpotensi merusak nama baikpasangan atau mempermalukan keluarga di ruang publik harus dihindari karenabertentangan dengan nilai-nilai dasar Hukum Islam.Meskipun konsep ḥifẓ al-'irḍ tidak secara eksplisit termasuk dalam lima tujuanpokok syariat (al-ḍarūriyyāt al-khams) menurut sebagian ulama klasik, perkembangankajian maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatanmemiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat.Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terhadapmanusia karena rusaknya martabat seseorang dapat menimbulkan dampak yang luas,baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh sebab itu, berbagai ketentuansyariat yang melarang fitnah, ghibah, namimah, dan penyebaran aib pada hakikatnyabertujuan menjaga kehormatan manusia dari segala bentuk pelanggaran.Fenomena oversharing kehidupan rumah tangga di media sosial menunjukkanadanya pergeseran cara masyarakat memandang privasi. Tidak sedikit pasangan yangsecara sadar mengunggah perselisihan, percakapan pribadi, maupun kelemahanpasangannya kepada publik dengan alasan mencari simpati, dukungan, ataupelampiasan emosi. Dalam perspektif Hukum Islam, tindakan tersebut tidak dapatdipandang sebagai bentuk kebebasan berekspresi semata, melainkan harus dinilaiberdasarkan dampaknya terhadap kehormatan pasangan dan keutuhan keluarga.
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Ketika suatu unggahan menyebabkan nama baik pasangan tercemar, memunculkancibiran masyarakat, atau mempermalukan keluarga, maka tindakan tersebutbertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-'irḍ.Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungankehormatan setiap individu. Allah Swt. berfirman:
"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu
tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab
yang pedih di dunia dan di akhirat." (QS. An-Nūr [24]: 19).Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang melakukanperbuatan yang mencemarkan kehormatan orang lain, tetapi juga melarangmenyebarluaskan informasi yang dapat memperluas keburukan di tengah masyarakat.Dalam konteks media sosial, penyebaran konflik rumah tangga yang disertai foto,video, maupun percakapan pribadi dapat memperbesar dampak negatif karenainformasi tersebut dapat diakses, disebarluaskan, bahkan disimpan oleh banyak orang.Dengan demikian, praktik oversharing yang membuka aib pasangan berpotensibertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ayat tersebut.Prinsip perlindungan kehormatan juga ditegaskan melalui hadis NabiMuhammad saw. yang menyatakan bahwa seorang Muslim adalah saudara bagiMuslim lainnya sehingga tidak boleh menzalimi, merendahkan, ataupun menyerahkankehormatannya kepada pihak lain. Rasulullah saw. juga bersabda bahwa barang siapamenutupi aib seorang Muslim, maka Allah Swt. akan menutupi aibnya di dunia danakhirat (HR. Muslim). Hadis ini mengandung pesan moral bahwa menjaga kehormatanorang lain merupakan bagian dari akhlak seorang Muslim. Apabila kewajiban tersebutberlaku terhadap sesama Muslim secara umum, maka kewajiban menjaga kehormatantentu memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam hubungan suami istri yang terikatoleh akad perkawinan.Dalam hubungan perkawinan, suami dan istri memiliki hak yang sama untukmemperoleh penghormatan atas martabat dan privasinya. Oleh karena itu, tindakanmengunggah kelemahan pasangan, menyebarkan konflik rumah tangga, ataumembuka rahasia keluarga kepada publik merupakan bentuk pengabaian terhadapkewajiban menjaga kehormatan pasangan. Perilaku tersebut tidak hanya berdampakpada hubungan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak,
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hubungan dengan keluarga besar, serta kedudukan sosial keluarga di tengahmasyarakat. Semakin luas penyebaran informasi tersebut, semakin besar pulakerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan.Dari perspektif fikih, penilaian terhadap suatu perbuatan tidak hanyadidasarkan pada bentuk lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan (maqṣad)dan akibat yang ditimbulkan. Kaidah fikih المصالح   جلب  على  مقدم  المفاسد  درء  (dar'u al-mafāsid

muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ) menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebihdiutamakan daripada memperoleh kemanfaatan. Kaidah ini menjadi dasar bahwameskipun seseorang mengaku melakukan oversharing untuk mencari solusi ataumemperoleh dukungan moral, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan apabilajustru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti rusaknya nama baikpasangan, meningkatnya konflik rumah tangga, serta hilangnya keharmonisankeluarga. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan dalam Hukum Islam menghendakiagar penyelesaian persoalan rumah tangga dilakukan melalui mekanisme yangmenjaga kehormatan para pihak, bukan melalui ruang publik yang sulit dikendalikan.Di sisi lain, Islam tidak menutup kemungkinan bagi seseorang untuk mencaribantuan ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Akan tetapi, bantuan tersebutseharusnya diperoleh melalui pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan dapatdipercaya, seperti keluarga, tokoh agama, mediator, atau lembaga penyelesaiansengketa keluarga. Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Surah An-Nisā' ayat35 yang menganjurkan penunjukan ḥakam dari keluarga masing-masing apabilaterjadi perselisihan antara suami dan istri. Dengan cara tersebut, penyelesaian konfliktetap dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan kehormatan keluarga di hadapanmasyarakat luas.Dengan demikian, kedudukan tindakan oversharing dalam perspektifperlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ) cenderung bertentangan denganprinsip-prinsip Hukum Islam apabila isi unggahan mengandung pembukaan aib,penyebaran konflik, atau informasi yang merendahkan martabat pasangan.Perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu tujuan penting syariat yangharus dijaga oleh setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media sosialhendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati privasidan martabat pasangan. Prinsip ḥifẓ al-'irḍ tidak hanya berfungsi sebagai norma etik,
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tetapi juga menjadi pedoman hukum dalam membatasi penggunaan media sosial agartidak menimbulkan kerusakan terhadap keutuhan dan kehormatan keluarga.
Relevansi Tindakan Oversharing dengan Konsep Syiqaq sebagai Salah Satu

Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga IslamPerkembangan media sosial tidak hanya mengubah pola komunikasi dalamkehidupan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi cara pasangan suami istrimenyelesaikan konflik. Perselisihan yang sebelumnya bersifat privat kini seringdipublikasikan melalui berbagai platform digital dalam bentuk unggahan, foto, video,maupun tangkapan layar percakapan pribadi. Praktik tersebut tidak jarangmemperluas konflik karena melibatkan komentar, penilaian, bahkan intervensi darimasyarakat. Akibatnya, persoalan rumah tangga yang semula masih dapat diselesaikanmelalui komunikasi internal berkembang menjadi pertikaian yang semakin kompleks.Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kondisi demikian menarik untuk dikajikaitannya dengan konsep syiqaq sebagai salah satu bentuk perselisihan yang dapatberujung pada perceraian.Secara etimologis, syiqaq berasal dari kata shaqqa yang berarti perpecahan,pertentangan, atau perselisihan yang menyebabkan masing-masing pihak berada padaposisi yang saling berlawanan. Dalam terminologi fikih, syiqaq dipahami sebagaiperselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri sehinggamenghilangkan tujuan perkawinan serta menyulitkan terwujudnya kehidupan rumahtangga yang harmonis. Perselisihan tersebut bukan sekadar perbedaan pendapatbiasa, melainkan konflik yang telah mencapai tingkat serius sehingga mengganggukeberlangsungan hubungan perkawinan.Konsep syiqaq memperoleh dasar normatif dalam firman Allah Swt. pada SurahAn-Nisā' ayat 35:
"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan (syiqaq) antara keduanya,
maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru
damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya." (QS. An-Nisā'[4]: 35).Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian konflikmelalui mekanisme perdamaian sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir.
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Penunjukan ḥakam dari kedua belah pihak bertujuan mencari akar permasalahan,mempertemukan kepentingan suami dan istri, serta mengembalikan keharmonisanrumah tangga. Dengan demikian, syariat Islam menempatkan penyelesaianperselisihan secara kekeluargaan sebagai langkah utama dalam menjaga keutuhanrumah tangga.Dalam konteks kehidupan digital, praktik oversharing berpotensi menghambatmekanisme penyelesaian sebagaimana dianjurkan syariat. Ketika konflik rumahtangga dipublikasikan melalui media sosial, penyelesaian tidak lagi hanya melibatkansuami, istri, dan keluarga, tetapi juga masyarakat luas yang memberikan komentarmaupun penilaian terhadap persoalan tersebut. Keterlibatan pihak luar yang tidakmemahami duduk perkara secara utuh sering kali memperkeruh keadaan sehinggamemperbesar jarak emosional antara pasangan. Akibatnya, peluang untuk berdamaimenjadi semakin kecil karena masing-masing pihak merasa dipermalukan ataukehilangan kepercayaan terhadap pasangannya.Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, oversharing bukan merupakan alasanperceraian yang berdiri sendiri. Akan tetapi, perilaku tersebut dapat menjadi faktoryang memperburuk perselisihan sehingga berkembang menjadi syiqaq. Ketika salahsatu pihak berulang kali mengungkap konflik, membuka aib pasangan, ataumenyebarkan informasi yang merendahkan martabat keluarga di media sosial,tindakan tersebut dapat memicu hilangnya rasa saling menghormati, meningkatnyapermusuhan, dan rusaknya komunikasi dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang padaakhirnya dapat memenuhi karakteristik syiqaq, yaitu perselisihan yang berlangsungterus-menerus dan sulit didamaikan.Dalam hukum positif Indonesia, konsep syiqaq juga dikenal sebagai salah satudasar penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. KompilasiHukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istriterus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untukhidup rukun kembali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi dasarperceraian bukan semata-mata adanya konflik, melainkan keberlanjutan konflik yangmenghilangkan kemungkinan tercapainya tujuan perkawinan. Dengan demikian,apabila praktik oversharing memperparah perselisihan sehingga mengakibatkan
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hubungan suami istri tidak lagi dapat dipertahankan, maka tindakan tersebut memilikirelevansi terhadap lahirnya kondisi syiqaq.Selain itu, penyebaran konflik rumah tangga melalui media sosial juga dapatmenghilangkan unsur saling percaya (trust) yang menjadi fondasi kehidupanperkawinan. Hubungan suami istri dibangun atas dasar amanah dan keterbukaan yangbersifat privat. Ketika salah satu pihak secara sepihak mempublikasikan persoalanrumah tangga kepada masyarakat, pasangan yang lain dapat merasa dikhianati karenarahasia keluarga tidak lagi dijaga. Hilangnya kepercayaan tersebut sering kali menjadipenyebab utama sulitnya proses rekonsiliasi, meskipun telah dilakukan mediasimaupun nasihat dari keluarga. Oleh karena itu, oversharing tidak hanya berdampakpada aspek psikologis, tetapi juga berpotensi merusak fondasi hukum dan moral dalamhubungan perkawinan.Apabila dianalisis menggunakan kaidah fikih الذرائع سد  (sadd al-dharā'i'), yaitumenutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan, maka perilaku
oversharing patut dihindari karena berpotensi menjadi sarana yang memperbesarkonflik rumah tangga. Pada awalnya, unggahan di media sosial mungkin hanyadimaksudkan sebagai pelampiasan emosi atau upaya mencari simpati. Namun dalampraktiknya, tindakan tersebut dapat memicu balasan dari pasangan, memperluaspenyebaran informasi, memunculkan perundungan (cyberbullying), hinggamenghilangkan peluang terjadinya perdamaian. Oleh sebab itu, prinsip sadd al-dharā'i'memberikan dasar normatif bahwa segala tindakan yang berpotensi mengantarkanpada syiqaq dan keretakan rumah tangga harus dicegah sejak awal.Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa hubunganantara oversharing dan syiqaq bersifat tidak langsung (indirect relevance). Oversharingbukan merupakan alasan perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, tetapi dapatmenjadi faktor yang memperkuat, memperluas, dan mempertahankan konfliksehingga berkembang menjadi syiqaq. Semakin sering konflik rumah tanggadipublikasikan di media sosial, semakin besar kemungkinan terjadinya hilangnyakepercayaan, rusaknya kehormatan keluarga, dan gagalnya proses perdamaian yangdianjurkan syariat. Dengan demikian, penggunaan media sosial yang tidak bijaksanadapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat keretakan rumah tangga.
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep syiqaq dalam Hukum KeluargaIslam tetap memiliki relevansi dalam menjawab persoalan kontemporer di era digital.Meskipun Al-Qur'an dan literatur fikih klasik tidak secara eksplisit membahas mediasosial, prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep syiqaq dapat digunakan sebagailandasan normatif untuk menilai fenomena oversharing. Oleh karena itu, setiappasangan suami istri hendaknya menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasiyang bermanfaat, bukan sebagai ruang untuk membuka konflik rumah tangga yangberpotensi merusak kehormatan keluarga dan mengantarkan pada perselisihan yangberkepanjangan.
PenutupFenomena oversharing kehidupan rumah tangga di media sosial merupakanpersoalan kontemporer yang memiliki implikasi hukum dan etika dalam perspektifHukum Keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islampada dasarnya tidak membenarkan pengungkapan konflik, rahasia, maupun aib rumahtangga kepada publik karena bertentangan dengan tujuan perkawinan yang bertujuanmewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Prinsip amanah,kewajiban menjaga rahasia keluarga, serta larangan membuka aib orang lainsebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis menjadi landasan normatif bahwakehidupan rumah tangga merupakan ranah privat yang harus dijaga oleh suami danistri. Ditinjau dari prinsip perlindungan kehormatan keluarga (ḥifẓ al-'irḍ), tindakan
oversharing yang mengandung pembukaan aib, penyebaran konflik, atau informasiyang merendahkan martabat pasangan bertentangan dengan tujuan Hukum Islamdalam menjaga kehormatan manusia. Penggunaan media sosial tidak dapat dilepaskandari tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati privasi pasangan sertamenghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagikeluarga. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilaksanakandengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa oversharing bukan merupakan alasanperceraian yang berdiri sendiri dalam Hukum Keluarga Islam. Namun demikian,perilaku tersebut dapat menjadi faktor yang memperburuk perselisihan,
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menghilangkan kepercayaan antara suami dan istri, serta menghambat prosesperdamaian sehingga berkembang menjadi syiqaq. Dengan demikian, terdapathubungan yang relevan antara praktik oversharing dan konsep syiqaq, yaitu
oversharing dapat berkontribusi terhadap terbentuknya perselisihan yangberlangsung terus-menerus hingga menghilangkan tujuan perkawinan. Temuan inimenunjukkan bahwa konsep syiqaq tetap memiliki relevansi dalam menjawabpersoalan rumah tangga di era digital.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pasangansuami istri lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan mengedepankanprinsip menjaga kehormatan keluarga, menutup aib pasangan, dan menyelesaikankonflik melalui mekanisme yang dianjurkan dalam Hukum Keluarga Islam, sepertimusyawarah, mediasi keluarga, atau bantuan ḥakam. Selain itu, diperlukanpeningkatan literasi digital berbasis nilai-nilai Islam oleh keluarga, lembagapendidikan, dan tokoh agama agar masyarakat memahami bahwa penggunaan mediasosial tidak hanya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga mengandungtanggung jawab hukum, etika, dan moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga.Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melaluipendekatan empiris atau analisis putusan pengadilan mengenai perkara perceraianyang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial.
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